BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penyusun memaparkan permasalahan tentang saksi dalam
skripsi tentang ‘Perlindungan Hukum Saksi 4 Charge Dalam Proses
Peradilan Tindak Pidana Korupsi” ini dan yang dijadikan Fokus pembahasan
atau rumusan masalahnya, dari mulai bab pendahuluan hingga bab
pembahasan, maka sampailah penyusun pada bab akhir penutup, yaitu berupa

kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum saksi 4 Charge dalam proses peradilan pidana
korupsi adalah sebagai berikut:

Proses peradilan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 diharapkan dapat memberantas kegiatan korupsi, akan tetapi
bentuk dan praktek perlindungan hukum yang diberikan pada saksi 4
Charge dalam proses peradilan tindak pidana korupsi tersebut belum dapat
terlaksana sepenuhnya karena kurang konsisten terhadap Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (UUPS) yang telah ditetapkan.

Perlindungan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (LPSK), akan tetapi pemerintah melalui LSM, Jaksa,
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Kepolisian, dan aparat terkait lainnya kurang memberikan informasi yang
berkaitan dengan kepentingan atau hak-hak saksi A Charge sehingga saksi
tersebut enggan memberikan keterangan dan bahkan keberadaannya sangat

rawan.

2. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
saksi A Charge dalam dalam proses peradilan tindak pidana korupsi
adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya biaya / materi yang menjadi hambatan kemudian adalah
masalah biaya. Semua bentuk perlindungan yang diperlukan pada
saksi memerlukan dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh
pemerintah. Tidak mungkin dana dikeluarkan oleh saksi sendiri
untuk meminta perlindungan atas dirinya.

b. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau
penegak hukum lainnya terhadap saksi tentang Peraturan dan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan saksi,
sehingga keberadaan saksi sangat rawan.

c. Kurangnya pemahaman saksi secara umum atau saksi yang berasal
dari masyarakat awam tentang keberadaan saksi sendiri.

d. Kurangnya peran serta LKBH atau LBH atau LSM dalam
memberikan pemahaman atau sosialisasi pengetahuan tentang

LPSK itu sendiri pada masyarakat umum.
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B. Saran
1. Pihak-pihak terkait dalam melakukan perlindungan hukum saksi 4 Charge
dalam proses peradilan pidana korupsi, hendaknya konsisten dalam
melaksanakan ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang
Perlindungan Saksi dan Korban (UUPS) agar seluruh masyarakat dapat
berperan serta dan aktif dalam mengawasi koruptor dan kejahatan lainnya.
2. Terkait kendala kurangnya dana, sebaiknya Pemerintah memberikan
Ekstra biaya untuk perlindungan saksi ini. Pembayaran ini akan dipegang
oleh lembaga perlindungan saksi terdekat. Misalnya biaya untuk
pemanggilan saksi, biaya untuk relokasi, biaya untuk pemanggilan saksi,
biaya untuk ganti rugi dan lain-lain. Selain itu juga, sebaiknya pemerintah
perlu mengadakan program sosialisasi yang lebih terarah dan tepat
sasaran agar masyarakat lebih paham mengenai perlindungan saksi A

Charge tersebut.
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